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PUTUSAN
Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.LK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan,
tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai
Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September
2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten
Limapuluh Kota dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.LK,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah
pada tanggal 28 September 2012 di rumah orang tua Termohon di Jorong
Labuah Tunggang, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka,
Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:
171/24/1X/2012 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Mungka, tanggal 28
September 2012;
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2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Limapuluh Kota, dan
selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai
seorang anak laki- laki yang bernama J J, lahir tanggal 02 Juli 2015;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan
harmonis, namun sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang disebabkan:
3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon,
yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam
rangka membina rumah tangga yang harmonis;
3.2. Termohon tidak merasa cukup dengan uang belanja yang
Pemohon berikan kepada Termohon setiap bulannya, dan Termohon
tidak mau bersabar disaat Pemohon mengalami kesulitan ekonomi,
walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon
kepada Termohon;
3.3. Termohon sering bersikap cemburu buta kepada Pemohon tanpa
sebab yang jelas;
3.4. Keluarga Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga
Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap
Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus,
sehingga sejak bulan April 2016 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5
bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena
Pemohon merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut,
akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan
pulang ke rumah orang tua Pemohon dialamat yang tertera pada identitas
Pemohon diatas, serta sejak saat itu tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut
mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada
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kebahagian lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga, serta selama itu tidak ada upaya damai;
7. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam
membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan
Pemohon;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim
kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini
dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMER
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (B H) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (F S) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten
Limapuluh Kota;
Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku
SUBSIDER
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Pemohon telah
datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten
Limapuluh Kota sebagaimana berita acara panggilan (relaas) Nomor
360/Pdt.G/2018/PA.LK tanggal 20 September 2018, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan
niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil
permohonannya;

Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 2 Oktober 2018, Pemohon tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
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menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun telah diberitahu di
persidangan sebelumnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Termohon hadir
menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang berikutnya tanggal 9 Oktober 2018, Pemohon tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana berita acara panggilan (relaas)
Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.LK tanggal 4 Oktober 2018, sedangkan Termohon
hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 16 Oktober 2018, Pemohon
tetap tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah meskipun Pemohon telah
dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama
Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana berita acara panggilan (relaas)
Nomor 360/Pdt.G/2018/PA.LK tanggal 11 Oktober 2018, sedangkan Termohon
hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal
yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu

kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon,
perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at
Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf
(a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 14 dan Pasal

1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi

kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon
berdomisili di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten
Limapuluh Kota, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten
Limapuluh Kota. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi
ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di
hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka,
Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
171/24/1X/2012, tanggal 28 September 2012. Oleh karena itu berdasarkan
Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki

legal standing untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon
agar berdamai dengan Termohon. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat
(1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 2 Oktober 2018, Pemohon tidak
datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pemohon dalam sidang sebelumnya
sudah diperintahkan untuk hadir kembali dalam persidangan, sedangkan
Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya tanggal 9 Oktober 2018
dan 16 Oktober 2018, Pemohon tetap tidak datang menghadap ke persidangan
dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun
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telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita
acara panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan sedangkan Termohon
tetap hadir menghadap ke persidangan. Oleh karena Pemohon tidak hadir
secara berturut-turut dalam 3 persidangan terakhir sedangkan Termohon tetap

hadir, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan jo. Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang
Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku IlI, dan Buku Ill dan Buku
Tentang Pengawasan (Buku 1V), jika Pemohon pernah hadir kemudian tidak
hadir lagi, maka Pemohon dipanggil sekali lagi dengan peringatan yang dimuat
dalam relaas untuk hadir. Jika Pemohon tetap tidak hadir sedangkan Termohon
tetap hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan diputus secara
contradictoir. Dalam perkara a quo, Pemohon tetap tidak hadir setelah dipanggil
2 kali lagi sedangkan Termohon tetap hadir. Majelis Hakim berpendapat,
gugatan Pemohon harus dinyatakan gugur sebagaimana ketentuan Pasal 148
R.Bg.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 591.000,-
(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018
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Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah oleh Firdaus, S.Ag
sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.l, masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I. sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muzakkir, S.H. Firdaus, S.Ag.
Hakim Anggota,

Dyna Mardiah. A, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
Perkara
3. Biaya Panggilan ;' Rp. 500.000,-
4. Biaya Redaksi :  Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai . Rp. 6.000,-
JUMLAH :  Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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